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PERATURAN KEPALA KEPOLISAAN NEGARA REPUBLIK INDONESA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN
PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana
yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di
bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi
reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi
penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak
asas manusia;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan
dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau
penyaahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat
Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan
penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia sampa kesatuan wilayah terdepan, harus
dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif;

c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan
pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu
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Mengingat

disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan
pengendalian dan pelaksanaan penyidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisan Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asas Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4256);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. Pol.. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA
PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan
yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi
pencatatan, pelgporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk
menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk
kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampakan oleh seseorang karena
hak atau kewgibannya berdasarkan undang-undang kepada peabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana

Laporan Polis adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri
tentang adanya pemberitahuan yang disampakan oleh seseorang karena
hak atau kewgjiban berdasarkan undang-undang nahwa akan, sedang, atau
telah terjadi peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan diserta permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pgabat yang berwenang untuk menindak menurut
hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang
merugikannya.

Penyelidik adalah pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagal tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur oleh undang-undang.
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Penyidik adalah pgabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat
perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di
wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Atasan Langsung adalah pgabat struktural yang mempunyal tugas dan
kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para peabat atau
anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa
pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreks terhadap
penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses
penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta
menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan
secara profesional, proporsional dan transparan.

Pengawas penyidikan adalah pegabat Kepolisan Negara Republik
Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah
untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat
Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia sampa dengan
tingkat Kepolisian Sektor.

Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan,
bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat
berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetgpannya
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari
jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh Penyidik,
Penuntut Umum atau Hakim.
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Penahanan Lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah
ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan-pertimbangn tertentu
guna mempermudah penyelesaian perkara.

Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap
tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ rawat inap)
yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampa dengan yang
bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan
pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tempat Kgadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat
dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang
berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebaga pelaku tindak pidana.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak
pidanaitu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagal orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya
ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidanaitu.

Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO
adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota
Besar/Kepolisan Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/
Kepolisian Resor Kota.

Laporan Hasll Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan
secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai
hasil penyelidikan.



